
 

 

 

 

 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 53 TAHUN  2014 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6  Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 
    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat   dan Kabupaten Belitung Timur di 

Propinsi Kepulauan Bangka Beliltung    (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 
    

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
    

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
   

 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab  Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
   
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

SALINAN 



   

 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
    

 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
    

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 
   

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4576); 
   
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
    

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
  

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
   

 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

    



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 
    
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 690); 
    

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor ... 

Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor ....); 

                   MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2014. 

 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah 

Rp 682.299.812.110,00 (enam ratus delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan 

puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu seratus sepuluh rupiah) bertambah 

sejumlah Rp 105.804.205.059,95 (seratus lima milyar delapan ratus empat juta 

dua ratus lima ribu lima puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh lima sen) 

sehingga menjadi Rp 788.104.017.169,95 (tujuh ratus delapan puluh delapan 

milyar seratus empat juta tujuh belas ribu seratus enam puluh sembilan  rupiah koma 

sembilan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut: 

 

1. PENDAPATAN 

 a. Semula Rp 582.599.612.110,00 

 b. Bertambah/(Berkurang) Rp 69.838.122.713,00 

  Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 652.437.734.823,00 

 

2. BELANJA 

 a. Semula Rp 682.299.812.110,00 

 b. Bertambah/(Berkurang) Rp 105.804.205.059,95 

  Jumlah belanja setelah perubahan Rp 788.104.017.169,95 

  Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (135.666.282.346,95) 

 

3. PEMBIAYAAN 

 a. Penerimaan Pembiayaan Daerah   

 1. Semula Rp 105.200.200.000,00 

 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 46.466.082.346,95 

         Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 151.666.282.346,95 

 

 



 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah   

 1. Semula Rp 5.500.000.000,00 

 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 10.500.000.000,00 

  Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 16.000.000.000,00 

     

 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 135.666.282.346,95 

    

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah 

Perubahan 

Rp 0,00 

 

 

 

Pasal 2 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satu kesatuan dan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

 

    Ditetapkan di Manggar 

    pada tanggal 19 September 2014 

 

            BUPATI BELITUNG TIMUR, 

 

                       ttd 

 

     BASURI TJAHAJA PURNAMA 

 

Diundangkan di Manggar 

pada tanggal 19 September 2014 

 

      SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

 

           ttd 

 

   TALAFUDDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 53 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

AMRULLAH, SH 

Penata(III/c) 
NIP. 19710602 200604 1 005 

 

 


